BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Setelah memaparkan penjelasan mengenai permasalahan di atas, Penulis akan
menuliskan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di bab-bab
sebelumya, yakni sebagai berikut:

1. Pemerintahan daerah sebagai suatu sistem berhubungan dan berkaitan dengan
subsistem lain yang mempengaruhinya untuk mencapai tujuannya yaitu
mewujudkan kesejahteraan rakyarnya. Terjadinya fenomena divided
government di daerah, merupakan akibat dari praktik sistem multi partai yang
terjadi Indonesia, serta pemisahan antara sistem pemilu dan pilkada. Kedua
subsistem tersebut seharusnya bergerak berkesesuaian dengan pemerintahan
daerah. Namun, kemajemukan partai politik yang terdapat dalam praktik
politik Indonesia, mempengaruhi pemutusan kebijakan pemerintahan daerah.
Peranan partai politik dalam pemerintahan daerah, sebagai peserta rekruitmen
jabatan negara pada pemerintahan daerah, menyebabkan kemajemukan partai
politik pun pada akhirnya mempengaruhi komposisi politik pada lemaga
legislatif. Selain itu, terpisahnya waktu pemilu untuk mengisi jabatan anggota
DPRD, dan pilkada untuk mengisi jabatan kepala daerah, juga menjadi faktor
lain yang mendukung terjadinya divided government tersebut. Hal tersebut
disebabkan karena, dengan berbedanya waktu dari pemilihan anggota DPRD
dan kepala daerah, rakyat (pemilih) akan cenderung tidak memilih
berdasarkan kesamaan visi dan misi antar kedua lembaga. Sehingga, antara
DPRD dan kepala daerah terpilih kerap kali terdapat perbedaan pendapat
yang menyebabkan terbentuknya pemerintahan daerah yang terbelah. Oleh
karena itu, jelas terlihat bahwa sistem multi partai, serta pemilu pilkada saat
ini, malah menghabat penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam
mewujudkan kesejahteraan rakyat daerah.

2. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara

proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Agar dapat berpartisipasi
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dalam pemerintahan, partai politik diberikan jalur secara konstitusional untuk
menjadi peserta dalam pemilu. Namun, meskipun secara yuridis telah
dibukakan jalan bagai partai politik untuk berpartisipasi dalam pemerintahan,
khususnya pemerintahan daerah, rendahnya tingkat pelembagaan partai
politik di Indonesia menyebabkan partai politik belum secara maksimal
berpartisipasi untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Melainkan, apabila
melihat pada kenyataannya, partai politik yang terdapat pada pemerintahan
daerah lebih mementingkan kepentingan-kepentingan politik dari partainya
atau pribadi anggota. Sistem kepartaian multi partai pun malah menimbulkan
pemerintahan daerah yang terbelah, yang justru menghambat pemerintahan

daerah untuk mewujudkan kesejahteraan umum rakyat daerahnya.

5.2 Saran

Melihat masalah-masalah diatas yang begitu kompleks dan berdampak besar
pada inti dari pemerintahan, untuk itu haruslah dilakukan beberapa pemecahan
masalah tersebut, disini penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Dilakukannya pemilihan secara serentak antara pemilihan anggota DPRD dan
pemilihan kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Dengan
dipilihnya anggota DPRD dan kepala daerah secara bersamaan, diharapkan
akan mengundang timbulnya coattail effect, yaitu di mana kemenangan pada
pemilihan lembaga eksekutif akan diikuti dengan kemenangan pula pada
lembaga legislatif. Akibatnya, kekurangan dukungan dari kepala daerah
sebagai lembaga eksekutif pada DPRD sebagai lembaga legislatif akan dapat
diminimalisir. Hal ini pun, akan menambah kedewasaan negara Indonesia
dalam berpolitik. karena dengan adanya coattail effect tersebut partai politik
secara tidak langsung dipaksa untuk merekrut dan/atau mencalonkan
anggotanya yang lebih berintegritas. Selain itu, hal tersebut pun merupakan
salah satu upaya untuk melakukan penyederhanaan sistem kepartaian negara
Indonesia, di mana hal itupun berarti mendukung sistem presidensial.

Agar hal tersebut dapat terlaksanakan, maka tentunya dibutuhkan instrument

hukum yang melandasinya. Dengan demikian, sejalan dengan usulan tersebut
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perlu dilakukan perubahan utamanya pada UUD 1945 mengenai pemilihan
umum pada pasal 22E dan pemilihan kepala daerah pada pasal 18. Yang
nantinya juga akan mengakibatkan perlu diubahnya peraturan perundang-
undangan, yang berada dibawah UUD 1945, yang mengatur mengenai pemilu
dan pilkada.

. Dilakukannya pembenahan pengaturan mengenai partai politik yang ada di
Indonesia. Penguatan regulasi UU Parpol sebagai landasan hukum bagi partai
politik dengan merincikan fungsi-fungsi dari partai politik sebagai sarana
komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen poltik, dan pengatur
konflik. Dengan demikian, fungsi-fungsi dari partai politik akan dijamin
pelaksanaannya secara hukum. Dalam pembenahan UU Parpol, penguatan
peran partai politik tetap perlu diatur secara rinci dalam pasalnya, seperti
peran kader partai pada struktur partai disetiap tingkatan. Hal lain yang perlu
penguatan dalam regulasi adalah pengaturan otonomi pengurus partai tingkat
lokal. Hal tersebut penting, agar pelembagaan partai politk pada tingkat lokal
pun memiliki peranan yang kuat untuk membantu pemerintahan daerah dalam
mewujudkan kesejahteraan umum.

Selain itu, penegakan sanksi kepada partai politik yang melanggar ketentuan
pada UU Parpol, jika partai politik tersebut tidak melakukan tugas-tugasnya
dan fungsi-fungsinya sebagai partai politik dapat dikenakan sanksi, misalnya
tidak lagi diberikan sumbangan dana dari Negara atau tidak dapat ikut serta
sebagai peserta dalam pemilihan umum selanjutnya. Dengan demikian
dimungkinkan agar para pejabat negara ini tidak tersandera lagi dengan
kepentingan partai politiknya.

. Perubahan pengertian partai politik pada UU Parpol terutama mengenai frasa
“untuk  memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,
masyarakat, bangsa, dan negara...” , menjadi “untuk memperjuangkan dan
membela kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara ...”. Sehingga,
rumusan pengertian dari partai politik menjadi “Partai Politik adalah
organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara
Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
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memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, bangsa dan negara,
serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945” Hal tersebut penting karena untuk mengembalikan fungsi dari partai
politik sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintahan, serta agar partai
politk lebih memperjuangkan kepentingan masyarakat dan negara bukan

kepentingan anggota dan partai politiknya.
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